
BUPATI SIMEULUE 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI SIMEULUE 
NOMOR 24 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 34 TAHUN 2021 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

Menimbang 

BUPATI SIMEULUE, 

a. bahwa untuk meningktakan kinerja, motivsi, disiplin dan 

kesejahtraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Simeulue, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi 

pegawai dimaksud; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Pemerintan Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan 

kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 900-4 700 Tahun 2020 ten tang Tata Cara 

Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Daerah dan berdasarkan surat Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

B/215/M.SM.02.00/2022 tanggal 27 april 2022 perihal 

persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan i 
Pemerintah Kabupaten Simeulue serta Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor ..... 



Mengingat 

Nomor 41 tahun 2018 ten tang Nomenklatur Jabatan Pelaksana 

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 34 

Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Simeulue; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Simeulue tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Simeulue Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Simeulue. 

1 . Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4633); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republuk 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Q 
1 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, I/ 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan ..... 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2018 tentang 

Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ten tang Pedoman 

Evaluasi Jabatan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang ~ , 

Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan V 
Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan ..... 



Menetapkan 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur 

Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja; 

1 7. Qanun Ka bu paten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 ten tang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten 

Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Simeulue; 

18. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Simeulue ( Berita Daerah Kabupaten 

Simeulue Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Simeulue nomor 37 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 34 

Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Simeulue ( Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 

Nomor 37). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue ( Berita 

Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue nomor 37 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 34 

Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue ( Berita ~ 
Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 37) diubah sebagai 1" 
berikut: 

1. Ketentuan ..... 



1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf h, sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

TPP PNS yang dimaksudkan dalam Peraturan Bupati m1 tidak 

diberikan kepada: 

a. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang nyata-nyata 

tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada 

perangkat daerah. 

b. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan 

untuk sementara atau dinonaktifkan. 

c. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan 

dengan hormat atau dengan tidak hormat. 

d. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang 

diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga negara 

dan/ atau lemabaga lainnya diluat Pemerintah Kabupaten. 

e. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan cuti 

diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk 

menjalani masa persiapan pensiun. 

f. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang tidak masuk 

kerja. 

g. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang bertugas 

disatuan pendidikan yang menerima tunjangan Profesi Guru. 

h. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang sedang 

melaksanakan Togas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah 

Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 11 

(1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, 

ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu 

proses manajeman sumber daya manusia yang digunakan 

untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan 

menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor 

jabatan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas 

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Besaran Basic 

TPP PNS disetarakan dengan kedudukan PNS yang ~ . 

disetarakan berdasarkan kualifikasi pendidikan minimal bagi 1/' 
jabatan pelaksana. 

(3) dihapus. 

3. Ketentuan ..... 



3. Ketentuan Pasal 27 huruf a, diubah sehingga Pasal 27 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 27 

Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada PNS 

yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan 

pengurangan tambahan penghasilan: 

a. sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk 

kerja. 

b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 

(satu) bulan tidak masuk kerja. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Simeulue. 

Ditetapkan di Sinabang 
pada tanggal 09 Mei 2023 M 

18 Syawwal1444 H 

I TI SIMEULUE~ 

~ 
ADLYAH 

Diundangkan di Sinabang -~ 
pada tanggal 09 Mei 2023 M 

18 Syawwal 1444 H 

TJ\RIS DAERAH ~ 
,;:v,,. ,n.. .. TEN s UE, ·1-----~~ rn R.Lll,o...,. 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 24 


